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KATA PENGANTAR
    
“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karna berkat dan rahmat_Nya 
lah kita masih bisa menghirup udara di atas pijakan bumi dan di bawah kolom langit 
yang terhampar luas ini, sungguh mulia Allah swt. menciptakan alam dan segalah 
isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba 
yang patut kepada_Nya dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan 
sehingga kita tergolong hamba-hamba yang bersyukur dan termasuk hamba yang 
selamat di dunia dan di akhirat kelak. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan Taslim 
kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad saw yang telah membawah kita 
dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini.
Alhamdulilah dengan limpahan berkah yang diberikan oleh Allah.swt 
sehinnga skrispi yang berjudul, “Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan 
Hukum Islam Tentang Poligami serta Implikasinya terhadap Nikah Sirih (Studi 
Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba” ini dapat diselesaikan.
Penulis sepenuhnya bahwa penulis suatukarya ilmiah bukanlah suatu hal yang 
mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini 
terdapat kekurangan sehingga penulis dapat mengharapkan masukan, saran, dan 
kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.Proses penyusunan 
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skripsi ini tidak terlepas dari bebagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai 
pada pengumpulan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran 
dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan 
juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril.
Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan 
terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:
1. Kedua orang tuaku yang tiada duanya (Yuli dan Tarra) yang telah mencurahkan 
seluruh cintanya, kasih sayangnya, air mata dan cucuran keringat, untaian doa 
yang terus menerus mengalir tanpa henti disetiap sujudnya serta pengorbanan 
yang tiada batas sampai kapan yang tidak dapat saya balas. Maafkan jika ananda 
selama ini merepotkan dan menyusahkan serta melukai hati dan perasaan ibunda 
dan ayahanda. Doa ku selalu menyertai kalian dimana pun berada semoga Allah 
swt. selalu mencurahkan kesahatan serta berkah_Nya.
2. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberi motivasi kepada penulis 
untuk menyeleseaikan studi supaya cepat sarjana. Terkhususnya Saudara-
saudaraku Sakaria, Yahya, Rahma, Gaffar, dan Abdul Majid telah menjadi 
penyemangatku untuk segerah menyelesaikan studi.
3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 
menyelesaikan studi strara satu (S1) disalah satu kampus terbesar di Indonesia 
Timur ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
v4. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag selaku Wakil 
Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Hamsir, SH, M.
Hum selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak 
Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag selaku wakil dekan bidang kemahaiswaan dan 
segenap pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah ikut andil dalam 
penyelesaian skripsi ini.
5. Teruntuk Bapak Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag selaku ketua Jurusan 
Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Dr. Sabir Maidin, M.Ag selaku 
sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Ibu Maryam SE
selaku penasehat akademik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar terimah kasih telah memberikan bantuannya dalam 
penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk Bapak Dr. H. Saleh Ridwan, M.Ag selaku pembimbing yang ikut 
andil dalam penyelesaian skripsi dan Bapak Dr. Achmad Musyahid Idrus, 
M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan. Terimah kasih kepada bapak dan ibu 
yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasehat dan motivasi dalam 
kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas Syari’ah dan 
Hukum yang telah memberikan pelajaran dan bimbingan demi kelancaran 
penyususnan skripsi ini.
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8. Teman-teman seperjuangan ku dari awal berada di Makassar sampai sekarang 
iNstyd 2014.
9. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 
2014, terkhusus Nurul Fadillah Ramadani Hermin, selviani KS,  Nur Fatimah 
Az-Zahra, Hamsinah, Garnadi  dan Eka Fitriani Sudirman terimakasih empat 
tahun ini semoga toga sarjana bukan akhir perpisahan kita semoga dilain 
kesempatan kita bisa bertemu kembali.
10. Seluruh keluarga, rekan dan sahabat serta pihak-pihak yang ikut andil yang 
penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang selama perjalan studi penulis 
banyak membantu penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa 
memberikan motivasi kepada penulis untuk segerah menyelesaikan tugas akhir 
ini, terimah kasih yang sebesar besarnya.
Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-
dalamnya jika penulis pernah menyinggung atau melakukan kesalahan baik disengaja 
maupun tidak disengaja baik dalam bentuk ucapan atau tingkah laku, semenjak 
penulis menginjakan kaki masuk di Universitas ini hingga selesainya studi penulis.
Selain itu, adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah 
luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenal kebaikan-kebaikan penulis, 
itu semata-mata datangnya dari Allah swt. karena segala kesempurnaan hanyalah 
milik_Nya.
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Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat 
bernilai ibadah disisi_Nya, Aamiin!
Sekian dan terimah kasih,
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Samata-Gowa, 12 Februari 2019
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xTRANSLITERASI
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengantitikdiatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah)
خ Kha Kh kadan ha
د Dal D De
ذ Zal Ż zet (dengantitikdiatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy esdan ye
ص ṣad ṣ es (dengantitikdibawah)
xi
ض ḍad ḍ de (dengantitikdibawah)
ط ṭa ṭ te (dengantitikdibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah)
ع ‘ain ̒ Apostrofterbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 
monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
xii
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥahdanyā̓̓ Ai a dan i
 َو fatḥahdanwau Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
xiii
Harakatdan
Huruf
Nama Hurufdantanda Nama
 َي… /  َا …. Fatḥahdanalifatauyā̓̓ Ā a dangaris di 
atas
ي Kasrahdanyā Ī i dangaris di 
atas
و ḍammahdanwau Ū u dangaris di 
atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tāmarbūṭah
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan 
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
xiv
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh: 
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﯾﺪﻤﻟاﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ﺎﻨﺑر : rabbanā
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq
ﻢﻌﻧ : nu”ima
وﺪﻋ : ‘duwwun
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
xv
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna
عﻮﻨﻟا : al-nau’
xvi
ءﻲﺷ : syai’un
تﺮﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh.
Contoh:
FīẒilāl al-Qur’ān
Al-Sunnahqabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh    ﷲ ﺎﺑbillāh     
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh: 
xvii
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fīraḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). 
contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḋalāl
xviii
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahūwata’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam
a.s. : ‘alaihi al-salām
H : Hijrah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
l. : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. : Wafattahun
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4, QS Āli ‘Imrān/3: 4 dan QS Fatir/35:1
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
NAMA : ADAM MALIK
NIM : 10300114012
JUDUL : Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum 
Islam Tentang Poligami serta Implikasinya terhadap Nikah Siri
(Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)
Pokok masalah selanjutnya dirumuskan dalam beberapa submasalah, yaitu: 
bagaimana pelaksanaan poligami yang berimplikasi pernikahan siri di Kabupaten 
Bulukumba? Bagaimana Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum 
Islam tentang Pelaksanaan Poligami yang Berimplikasi Pernikahan Siri di Kabupaten 
Bulukumba?, Bagaimana Dampak Poligami yang Berimplikasi Nikah Siri di 
Kabupaten Bulukumba?.
Penyelesaian masalah tersebut menggunakan metode penelitan kualitatif yang 
berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai dengan realitas 
yang ada dalam masyarakat Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Dalam 
penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni mengumpulkan 
data dengan mewawancarai langsung Kasubid Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bulukumba, dan 3 
keluarga di Kecamatan Ujung Bulu.
Dari hasil penelitian yang diperoleh fakta bahwa, penyebab terjadinya
poligami yang berimplikasi terhadap pernikahan siri karena adanya faktor ekonomi 
yang dialami sebagian wanita dan memilih jalan pintas untuk mengatasi 
permasalahan ekonomi dan tidak memikirkan penilaian masyarakat Dari pihak suami 
tidak mengindahkan aturan dalam Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 dan 
tidak memenuhi syarat yang berlaku sehingga terjadinya poligami yang berimplikasi 
pada pernikahan siri berdampak negatif dalam kehidupan berkeluarga maupun 
bermasyarakat.
Kedua hal tersebut berimplikasi pada masih adanya keutuhn dan 
keharmonisan rumah tangga atau tidak. Adanya keutuhan dan keharmonisan dalam 
rumah tangga di sebabkan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama 
lain. Dan sebaliknya, dengan tidak adanya sikap saling memahami dan menghargai 
satu sama lain melalui komunikasi yang baik, maka yang terjadi adalah adanya 
kerenggangan hubungan antara isteri sebagai isteri sah dan isteri siri dengan suami, 
anak dan kerabatnya. Dalam islam saling peduli, saling menghargai, saling setia dan 
saling menyayangi termasuk dan syarat membangun keluarga harmonis. B anyaknya 
syarat yang tidak terpenuhi menjadikan keluarga yang berpoligami menjadi renggang 
dan tidak harmonis.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis kelamin 
yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi satu 
sama lain, saling melengkapi, dan slaing membina hubungan. Hubungan antara laki-
laki dan perempuan tersebut menyebabkan adanya hubungan yang lebih bersifat 
khusus antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan dibentuknya suatu rumah 
tangga atas dasar suatu pernikahan guna melanjutkan keturunan sehingga 
terbentuklah suatu keluarga yang besar.
Hubungan khusus antara manusia yang berlainan jenis dikenal oleh 
masyarakat sebagai hubungan dalam “perkawinan”. Perkawinan adalah masalah yang 
kompleks dipandang dari segi kehidupan masyarakat, segi agama, maupun dari segi 
hukumnya, mengingat perkawinan merupakan panggilan fitrah dan tabiat manusia 
sebagai makhluk Tuhan yang dilengkapi dengan akal pikiran, rasa dan hasrat atau 
nafsu.1
Suatu perkawinan yang dilakukan diharapkan dapat mewujudkan rumah 
tangga keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Selanjutnya keluarga merupakan susunan masyarakat yang terkecil. Masalah keluarga 
                                                          
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010) , h.5.
2juga merupakan masalah masyarakat, sebab masalah-masalah yang di lingkungan 
keluarga juga akan dirasakan akibatnya oleh masyarakat.
Oleh karenanya apabila terjadi praktek-praktek perkawinan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan dampak negatif dalam 
masyarakat. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut perbuatan hukum yang diatur 
dalam hukum perdata saja, tetapi juga dari sudut agama dan kepercayaannya. Bagi 
negara sebagai sahnya perkawinan perlu dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah UU Perkawinan di Indonesia 
yang pada dasarnya menghendaki seorang laki-laki menikahi seorang isteri, tetapi UU 
Perkawinan memperbolehkan poligami dilakukan oleh mereka yang hukum dan 
agamanya memperbolehkan seorang suami beristeri lebih dari seorang, namun 
disertai dengan syarat-syarat dan alasan tertentu dengan memperoleh izin dari 
pengadilan.2
Hukum Islam menganut asas monogami tetapi dapat dimungkinkan 
terjadinya poligami dengan persyaratan yang berat. Hal tersebut sesuai dengan firman 
Allah dalam QS An-Nisa’/4:3
                 
            

                                                          
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.6.
3Terjemahnya: 
“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan 
yang yatim (bilamana kau mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 
(lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja budak-budak 
yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat 
aniaya.”3
Dalam sebuah hadis Nabi Saw. disebutkan:
 َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ،َةَﺮ ْـﻳَﺮُﻫ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ: ُﻪَﻟ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻦَﻣ َءﺎَﺟ ،ﺎَﻤُﻫاَﺪْﺣِإ ﻰَﻟِإ َلﺎَﻤَﻓ ِنَﺎﺗَأَﺮْﻣا
 ٌﻞِﺋﺎَﻣ ُﻪﱡﻘِﺷَو ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ.
Artinya:
“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa 
yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, 
maka ia akan datang pada hari kaiamat nanti dengan punggung miring”. 
(HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban). 
Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas, tidaklah 
bertentangan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:129:
                
             
                                                          
3 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah Tafsiriyah, h.78.
4Terjemahnya:
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.
Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya 
menganut asas monogami juga, artinya seorang laki-laki hanya boleh beristri satu 
saja, tetapi asas ini tidak berlaku mutlak karena dalam keadaan tertentu poligami 
diperbolehkan apabila agamanya mengijinkan dengan syarat-syarat tertentu yang 
harus dipenuhi dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, harus dilakukan di 
depan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan.
Maka dibenarkan apabila seorang suami beristeri lebih dari satu orang, hal 
tersebut secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang Pekawinan 
tersebut, bahwa: “Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang 
bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.4
Pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undan-Undang 
Nomor 1 Tahuun 1974 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan, sedangkan KHI dibuat untuk 
memenuhi kekosongan aturan masalah keluarga yang bersumber dari Al-quran dan 
Hadis diterapkan khusus bagi masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam.
                                                          
4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h.15.
5Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama Islam, kemudian syarat pencatatan 
yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.5meskipun 
suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agam dan tidak 
dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara siri. Nikah 
siri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara 
umum nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan 
agama dalam hal ini jaran Islam namun karena berbagi hal yang menghalanginya 
menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang 
berwenang dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Agama.6
Nikah siri juga mempunyai pengertian yaitu nikah yang dilaksanakan dengan 
sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga 
mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan 
Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam 
hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 
perkawinan.7 Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan 
pernikahannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya, 
alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan 
                                                          
5 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, h.16.
6 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, h.16.
7 Rusli, Perkawinan dalam Agama dan Permasalahannya (Bandung: Shantika Dharma, 
1984), h. 24.
6karena takut ketahuan melanggar aturan yang melanggar pegawai negeri nikah lebih 
dari satu, dan lain sebagainya.
Ada beberapa wilayah di Indonesia yang jumlah pernikahan sirinya semakin 
meningkat termasuk di daerah kabupaten Bulukumba, Sulawesi Sealatan. Melihat 
kondisi masyakat baik di kalangan pejabat bahkan masyarakat biasa sekalipun 
melakukan pernikahan siri satu bahkan sampai dua kali. Pernikahan siri yang 
dilakukan ada dengan persetujuan isteri pertama dan bahkan ada juga yang tanpa 
persetujuan isteri pertama. para suami yang melakukan poligami dengan cara nikah 
siri tidak mengindahkan syarat dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Dengan pemberatan syarat poligami dalam ketentuan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan   Hukum Islam banyak kalangan suami yang memilih 
melakukan poligami dengan cara nikah siri. Pemberatan syarat poligami tersebut 
membuat maraknya nikah siri yang terjadi di Indonesia. Semakin jelas bahwa 
poligami yang berimplikasi terhadap nikah siri terjadi karena beratnya syarat yang 
harus dipenuhi oleh suami untuk melakukan poligami, maka dengan demikian itu  
berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis skripsi 
dengan judul “Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam
Tentang  Poligami Serta Implikasinya Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)”.
7B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian
1. Deskripsi Fokus
Deskripsi fokus dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan 
perbedaan penafsiran yang berkaitan istilah-istilah dalam sebuah penelitian.Sesuai 
dengan judul penelitian yang ini yaitu “Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami Implikasinya Terhadap Nikah Siri (Studi 
Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)”. Maka definisi operasional 
yang perlu dijelaskan yaitu:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  adalah ketentuan yang mengatur 
mengenai perkawinan dan ruang lingkupnya. 
Poligami ialah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria 
memiliki beberapa orang isteri dalam waktu yang bersamaan.8 Maksud pengertian di 
atas menjelaskan bahwa seorang pria dapat  mempunyai isteri lebih dari satu orang 
dengan syarat yang diperbolehkan dengan kata lain mempunyai ikatan yang sah 
dengan beberapa wanita.
Nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-
pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari 
masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena 
                                                          
8 Muh. Saleh Ridwan, Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia 
(Makassar: Alauddin University Presss: 2011), h.9.
8pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan 
pernikahannya.9
2. Fokus Penelitian 
Dari latar belakang yang dibahas sebelumnya maka tercapailah fokus penelitian 
sebagai berikut:
a. Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
b. Poligami
Seorang pria dapat  mempunyai isteri lebih dari satu orang dengan syarat yang 
diperbolehkan dengan kata lain mempunyai ikatan yang sah dengan beberapa 
wanita.
c. Nikah Siri
Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya 
wali, memenuhi rukun dan syarat nikah tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan 
Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.
C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat menarik pokok masalah yaitu 
“Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang 
Poligami serta Implikasinya Terhadap Nikah Siri?”
Sub pokok permasalahan:
                                                          
9 Rusli, Perkawinan dalam Agama dan Permasalahannya, h. 29.
91. Bagaimana pelaksanaan poligami yang berimplikasi pernikahan siri di 
Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 
tentang pelaksaan poligami yang berimplikasi pernikahan siri di Kabupaten 
Bulukumba?
3. Bagaimana dampak poligami yang berimplikasi nikah siri di Kabupaten 
Bulukumba?
D. Kajian Pustaka 
Dari penelusuran yang dilakukan yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa 
judul penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 
dilakukan oleh:
1. Subekti dalam pokok-pokok hukum perdata mengenai larangan 
berpoligami serta syarat-syarat sahnya perkawinan yang menyatakan 
bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerligik wetboek) suatu 
asas ialah poligami dilarang bahkan poligami akan diancam dengan 
pembatalan perkawinan.
2. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 
antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan buku ini 
memaparkan dengan rinci berbagai muatan hukum dalam sebuah ikatan 
perkawinan. Disusun pendekatan lintas fiqh: Syafi’I, Maliki, Hambali, 
Hanafi, Imamiyah, dan Dzahiri, signifikasi akar perbedaan antar mazhab 
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etimologi dan terminologi materi hukum, hukum dan dasar hukum, tujuan 
hukum dan hikmahnya, rukun dan syaratnya, pelaksanaan serta masalah-
masalah yang ditimbulkan dari permasalahan yang dipaparkan disini 
mengajak kita melakukan telaah kritis terhadap hukum perkawinan yang 
ada pada saat ini untuk kemudian memilih dan memilah pendapat yang 
sesuai dengan kemaslahatan.
3. Saleh Ridwan dalam bukunya Poligami dalam Hukum Islam dan 
Perundang-Undangan di Indonesia buku ini menjelaskan mengenai 
poligami dalam perspektif dan realitas sosial, serta Hukum Islam dan 
Perundang-Undangan di Indonesia tentang Poligami.
4. Reza Asis dalam skripsinya Izin Berpoligami Berdasarkan Undang-Undang 
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan 
Agama Makassar Tahun 2009-2014) ini menjelaskan bagaimana keputusan 
Pengadilan Agama memberikan izin berpoligami kepaada para suami dan 
melihat bagaimana pertimbangan yang diberikan dalam pemenuhan syarat 
sebelum melakukan Poligami.
E. Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan Penelitian:
1. Untuk mengetahui analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
poligami di Kabupaten Bulukumba.
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2. Untuk mengetahui analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
nikah siri di Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan poligami yang berimplikasi 
terhadap nikah siri di Kabupaten Bulukumba.
Manfaat Penelitian:
1. Manfaat Praktisi
Dapat memberikan informasi maupun sarana pengetahuan bagi masyarakat 
terkait bagaimana hukum Islam memandang seorang isteri yang menjadi 
narapidana dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
2. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan pemikiran bagi calon 
peneliti yang akan datang, dan untuk menjadi himbauan kepada pemerintah 
bagaimana menyikapi hal-hal seperti berikut.
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  BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Pengertian Perkawinan dan Poligami
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya 
dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek.1 Maksud dari 
pengertian di atas perkawinan dilakukan agar ada ikatan yang sah bagi seorang laki-
laki dan perempuan dalam waktu yang sangat lama sampai akhir hayat manusia atau 
bagaimana keduanya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 
Sakinah yang dimaksudkan ialah tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, 
dan penuh kasih sayang, mawaddah ialah cinta yang membara kepada lawan jenisnya. 
Sedangkan warahmah dalam bahasa Arab wa artinya dan, rahmah artinya ampunan, 
anugerah, karunia, rahmat dan rejeki. Maka yang dimaksud dalam membina sakinah, 
mawaddah, warahmah, ialah agar suami isteri diberi ketenangan dalam hubungannya, 
selalu diberikan cinta yang sangat besar antara satu sama lainnya, dan berikan rezeki 
dan rahmat kepada Allah agar terjalin hubungan suami isteri yang baik.2
Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pekumpulan. Suami 
ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka 
                                                          
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , h.5.
2 Ulfatmi, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2010), h. 19.
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bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan tempat 
kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan 
bantuan kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum.3
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang 
berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan serang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.4
Pengertian di atas menggunakan kata “seseorang pria dengan seorang wanita” 
mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. 
Hal ini menolak perkawinan dengan sesama jenis yang telah dilegalkan oleh beberapa 
Negara Barat. “sebagai suami isteri” maksud dari ungkapan ini mengandung arti 
bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis yang berbeda dalam suatu rumah 
tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
Pengertian di atas disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah 
tangga yang bahagia dan kekal. “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa 
perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi 
perintah agama.
                                                          
3 Subekti, Pokok-pokok Hukum Islam, h.28.
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , h.40.
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Menurut fiqh mukahat dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 
1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.5
Pengertian di atas tidak ada perbedaan antara fiqh munakahat dan undang-
undang perkawinan, maksud dari pengertian di atas maka perkawinan sah apabila 
dilakukan melakukan masing-masing, seorang laki-laki dan perempuan kepercayaan 
bagi keduanya terhadap perkawinan, maka tidak ada larangan bagi seorang laki-laki 
dan wanita nikah selama mengikuti aturan hukum dan kepercayaannya. 
Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada 
semua makhluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dia 
adalah suatu cara yang di lihat oleh Allah swt. Sebagai jalan makhluknya untuk 
berkembang biak dan melestarikan hidupnya.6
Nikah(kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti 
majazi atau arti hukum ialah akad(perjanjian) yang menjadikan halal hubungan 
seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.7
2. Pengertian Poligami
Pengertian poligami menurut kamus hukum, poligami ialah sistem 
perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa orang isteri dalam 
                                                          
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 28.
6 M. Quraish Shihab,”Wawasan Al-quran: Tafsir Mawudu’I atas berbagai persoalan 
ummat,” dalam Buruddin S, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri (Cet.I; 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2010), h.31.
7 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, h.1
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waktu yang bersamaan.8 Maksud pengertian di atas menjelaskan bahwa seorang pria 
dapat mempunyai isteri lebih dari satu orang dengan syarat yang diperbolehkan 
dengan kata lain mempunyai ikatan yang sah dengan beberapa wanita.
Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Pholus yang 
berarti perkawinan. Maka poligami ialah suatu perkawinan yang banyak atau lebih 
dari seorang wanita sedangkan pengertian poligami lainnya menurut kamus bahasa 
Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini 
beberapa lawan jenisnya di waktu bersamaan.9
Para ahli membedakan istilah bagi seseorang laki-laki yang beristeri lebih dari 
seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan 
gune yang berarti perempuan, maka kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang 
mempunyai isteri lebih dari satu adalah poligini bukan poligami sedangkan dalam 
bahasa Arab poligami disebut ta’addud az-zaujat. Menurut syariat Islam, poligami 
adalah syariat Islam yang merupakan sunnah Rasulullah saw.
Menurut ilmu sosial dalam istilah antropologi sosial dikenal istilah poligami 
yaitu praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami/isteri (sesuai dengan jenis 
kelamin orang yang bersangkutan). Praktik poligami tidak hanya dikenal pada zaman 
sekarang namun sejak masa lalu terutama sejak berkembangnya berbagai kerajaan, 
para raja dan kaum bangsawan masa itu telah melakukan praktik poligami. 
                                                          
8 Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum (Jakarta: Quantum Media, 2010) h. 
317.
9 Labib MZ, Pembelaan Umat Muhammad (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15.
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Istilah lain poligami di Indonesia dengan nama permaduan, dermadu. Di jawa, 
istilah poligami dikenal dengan nama wayuh. Suami dikatakan bermadu, sedangkan 
istri disebut dimadu. Antara masing-masing isteri yang dimadu disebut madu atau 
maru. Kata maru tidak hanya dipergunakan untuk predikat antar masing-masing istri 
yang dimadu, tetapi juga dipergunakan antara bekas istri dari seorang laki-laki.10
Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan 
masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan 
dan derajat wanita hina, poligami menjadi subur, sebaliknya, ketika masyarakat 
memandang kedudukan dan derajat kaum wanita terhormat, maka poligami pun 
berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi 
rendahnya kedudukan dan derajat wanita di mata masyarakat.11
B. Sejarah Poligami
Sebenarnya, sistem poligami sudah meluas dipraktikkan oleh kebanyakan 
bangsa sebelum kedatangan Islam. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan 
poligami adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliah, dan Cisilia. Bangsa-bangsa inilah yang 
kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, 
Lithhuania, Estonia, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Sebagian dari orang-
orang Jerman dan Saxon melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni 
                                                          
10 Muh. Saleh Ridwan, Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, 
h.43.
11 Muh. Saleh Ridwan, Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, 
h. 52.
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negara-negara Jerman,  Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan 
Inggris. 12
Jadi, tidak benar jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa 
sistem poligami. Sebenarnya, hingga sekarang, sistem poligami ini masih tetap 
terbesar di beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang Afrika, 
Hindu India, Cina, dan Jepang. Juga tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ini 
hanya berlaku di kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam. Sebenarnya, agama 
Kristen tidak melarang poligami sebab di dalam Injil tidak ada ayat yang melarang 
ini.
Dulu bangsa Eropa yang pertama memeluk Kristen telah beradat istiadat 
dengan mengawini satu perempuan saja. Sebelumya, mereka adalah penyembah 
berhala. Mereka memeluk Kristen karena pengaruh bangsa Yunani dan Romawi. 
Mereka mengawini satu perempuan saja karena diwarisi kebiasaan orang Yunani dan 
Romawi yang melarang poligami.
Setelah mereka memeluk agama Kristen, kebiasaan dan adat nenek moyang 
mereka ini tetap mereka pertahakankan dalam agama baru ini. Jadi, sistem 
monogamy yang mereka jalankan ini bukanlah berasal dari agama Kristen yang 
mereka anut, melainkan warisan paganisme (agama berhala) dahulu. Dari sinilah, 
gereja kemudian mengadakan bid’ah dengan menetapkan larangan poligami lalu 
larangan tersebut dimasukkan sebagai aturan agama, padahal Kitab Injil tidak 
menerangkan sedikit pun tentang pengharaman sisem ini. Sebenarnya, sistem 
                                                          
12 Syyaid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3 (Surabaya: Pena, 2006) h. 77.
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poligami ini tidaklah dilakukan kecuali oleh bangsa-bangsa yang telah maju 
kebudayaannya, sedangkan bangsa-bangsa yang masih primitif jarang sekali 
melakukannya, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh para sarjana 
sosiologi dan kebudayaan, seperti Westermark, Hobbers, Heler, dan Jean Bourge.
Hendaklah diingat bahwa sistem monogami merupakan sistem yang umum 
dilakukan oleh bangsa-bangsa yang kebanyakan masih primitif, yaitu bangsa-bangsa 
yang hidup dengan mata pencaharian berburu, bertani, yang biasanya bertabiat halus, 
dan bangsa-bangsa yang sedang berada dalam transisi meninggalkan zaman 
primitifnya, yang pada zaman modern kini disebut bangsa agraris.
Di samping itu, sistem monogami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa 
yang telah mengalami perubahan kebudayaan, yaitu bangsa-bangsa yang telah 
meninggalkan cara hidup berburu yang primitif menjadi bangsa peternak dan 
penggembala, dan bangsa-bangsa yang meniggalkan cara hidup memetik hasil 
tanaman liar menjadi bangsa yang bercocok tanam. Kebanyakan sarjana sosiologi dan 
kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami pasti akan melua dan bangsa-bangsa 
di dunia ini banyak melakukannya bilamana kebudayaan mereka bertambah tinggi. 
Jadi, tidaklah benar anggapan bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan 
kebudayaan. Sebaliknya, poligami sering dengan kemajuan kebudayaan.
Demikian kedudukan sebenarnya sistem poligami menurut sejarah. Begitu 
juga sebenarnya pendirian agama Kristen. Begitu juga meluasnya sistem poligami 
seiring dengan kemajuan kebudayaan mausia. Hal ini kami utarakan bukan untuk 
mencari dalih untuk membenarkan sistem poligami ini, tetapi untuk menerangkan 
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persoalan sesuai dengan tempatnya dan menjelaskan penyelewengan serta 
kebohongan sejarah dan fakta yang dikemukakan oleh orang-orang Eropa.
Keberadaan poligami atau menikah lebih dari seorang isteri dalam lintasan 
sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia 
sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarkat di berbagai kawasan di 
dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam, demikian 
pula masyarakat lain di sebagian besar di kawasan dunia pada masa itu, termasuk di 
Indonesia. Para Raja dan pembesar kerajaan umumnya memiliki isteri lebih dari 
seorang.13 Poligami pada setiap zaman sebelum Nabi Muhammad, poligami ini juga 
telah dilakukan oleh orang-orang Yunani yang berkebudayaan tinggi dan bangsa-
bangsa lainnya di dunia.14
Bila orang menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka akan 
mendapatkan bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua 
nabi yang disebutkan dalam Talmud, Perjanjian Lama (Bible), dan Al-Qur’an, 
beristeri lebih dari seorang, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan 
lain-lain.15
                                                          
13 Yusuf Wibisono, Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa (Cet. I, Jakarta: 
Bulan Bintang, 1980), h.78.
14 Yusuf Wibisono, Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa, h.78
15 Syekh Mahmud Syaltut, al-Islam Aqidah Wa Syari’ah, alih bahasa Fachruddin dan 
Nasharuddin, Aqidah dan Syariat Islam (Cet. I, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h.195.
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C. Syarat Poligami 
1. Syarat Poligami dalam Undang-Undang 
Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil 
terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa 
memenuhi maka suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, 
jika tanpa ijin dari Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut tidak memiliki 
kekuatan hukum. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang 
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, sesuai 
yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yaitu: 
Ayat 1: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus 
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri 
dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan 
anak-anak mereka
Ayat 2: persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorag suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila 
tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
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karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 
Pengadilan.16
2. Syarat Poligami dalam Hukum Islam
Ada beberapa syarat poligami dalam Islam diantaranya:
1. Jumlah isteri maksimal 4 (empat) orang 
Banyak suami yang menjadikan dalil poligami agar dia bisa menikah lagi 
dan lagi tanpa mengenal batasan. Bahkan tak sedikit suami-suami yang 
menikahi wanita-wanita hingga 5 sampai 10 kali hanya sebagai pemuas 
nafsu belaka. Hal ini tentu tidak benar. 
2. Mampu berlaku adil kepada semua isterinya
Syarat poligami menurut Islam selanjutnya yakni suami harus bisa berlaku 
adil terhadap isteri-isterinya. Adil disini meliputi anyak hal, termasuk 
dalam nafkah lahir dan batin. 
3. Tidak melupakan ibadah kepada Allah
Niat melakukan pernikahan untuk ibadah kepada Allah, bukan sebagai 
ajang pelampiasan nafsu semata.
4. Dilarang berpoligami dengan dua wanita yang bersaudara
5. Mampu menjaga kehormatan isteri-isterinya17
                                                          
16 http://www.google.com/GudangHukum/HukumIndonesia , diakses pada 5 Januari 2019, jam 
021.03
17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 57.
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D. Hak dan Kewajiban Suami Isri
1. Pengertian Hak dan Kewajiban
Adapun yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima dsari 
seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa 
yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri 
dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula isteri.
a. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam UU Perkawinan
Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 30 s/d 34 UU No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami isteri yaitu 
sebagai berikut:
Pasal 30 
Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Pasal 31
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan hidup bersama dalam masyarakat. 
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
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Pasal 32
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh 
suami isteri bersama.
Pasal 33
Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
Pasal 34
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan18
b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam KHI
Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 84 KHI.
Pengaturan tersebut lebih perinci dari pada pengaturan dalam UU Perkawinan.
Pasal 83
(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di 
dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
                                                          
18Republik Indoesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dalam 
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia h. 159.
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(2) Isteri menyelanggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 
dengan sebaik-baiknya.
Pasal 84
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan 
yang sah.
(2) Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 
ayat huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri 
tidak nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas 
bukti yang sah.
2. Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim
a. Versi Istri 
1) Pemahaman Istri mengenai Hak Suami dan Kewajiban Istri
a) Pemeliharaan istri atas suami 
Pemeliharaan isteri atas suami merupakan hak suami dari seorang isteri.
Ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka perempuan adalah hak dari 
laki-laki tersebut. Hak suami ini yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban 
yang lain, seperti timbul kewajiban istri untuk menghormati suami, mentaati 
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suami, dan menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga yang harus 
dipatuhi. 
b) Hormat kepada suami 
Hormatnya seorang isteri terhadap suami merupakan hak suami dan 
kewajiban isteri yang secara umum dipahami oleh para isteri. Kewajiban isteri 
yang utama adalah hormat kepada suami bagaimana pun keadaan yang 
dimiliki oleh suami. Para isteri mengatakan bahwa perempuan merupakan 
bagian dari laki-laki, dengan kata lain sumber yang digunakan dalam 
penyampaian pendapatnya adalah tafsiran klasik, dimana perempuan berasal 
dari tulang rusuk laki-laki. 
c) Bertanggung jawab atas anak dan pekerjaan rumah
Selain hormat kepada suami kewajiban seorang isteri yang juga 
menjadi ibu adalah harus bisa menjaga anak-anak. Meskipun seorang isteri 
bekerja di luar rumah, mereka akan merasa bersalah apabila terjadi sesuatu 
yang tidak diinginkan pada anak mereka. Informan istri mengungkapkan 
bahwa mereka sebagai perempuan karir juga harus bertanggungjawab 
terhadap pekerjaan rumah.
d) Melakukan segala sesuatu atas izin suami 
Kewajiban ketiga yang isteri adalah semua yang dilakukan oleh isteri 
itu harus seizin suami. Meskipun suami mengizinkan isteri bekerja dengan 
atau tanpa syarat, namun apabila suatu saat suami menghendaki para 
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perempuan karir untuk tidak bekerja, maka keputusan itu lah yang harus 
mereka ambil.
2) Pemahaman Isteri mengenai Hak Isteri dan Kewajiban Suami 
a) Nafkah dan kasih sayang
Nafkah dan kasih sayang merupakan hak isteri yang wajib dipenuhi oleh 
suami setelah adanya akad nikah.Nafkah secara fisik diberikan suami kepada 
isteri berupa benda atau uang. Sedangkan kasih sayang merupakan nafkah batin 
yang juga wajib diberikan suami kepada isteri.
b) Suami memberikan kebebasan kepada isetri 
Kesenangan yang bebas merupakan hak isteri yang juga wajib diberikan 
oleh suami. Diperbolehkannya isteri berkarir dan berkarya sesuai dengan 
kapasitas isteri termasuk dalam kebebasan isteri yang diberikan oleh suami. Hal 
ini diungkapkan oleh semua isteri yang mengatakan bahwa suami dengan suka 
rela mengijinkan mereka untuk berkarir di luar rumah. Keadaan ini 
menandakan bahwa suami menurut isteri telah memberikan kebebasan berkarir.
3) Pemahaman Isteri mengenai Hak dan Kewajiban Keduanya 
Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri di dalam keluarga merupakan 
upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Para isteri yang menjadi informan di 
dalam penelitian ini menyebutkan bahwa di dalam kesibukan mereka bekerja di luar 
rumah mereka selalu berusaha berkomunikasi dengan suami dan meluangkan waktu 
untuk bersama.
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b. Versi Suami 
Sama dengan pembahasan pemahaman hak dan kewajiban suami isteri di 
dalam keluarga muslim versi isteri, di dalam pembahasan versi suami juga akan 
dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, pemahaman mengenai hak suami dan kewajiban 
isteri yang meliputi taatnya seorang isteri kepada suami.Kedua, hak isteri dan 
kewajiban suami yang meliputi nafkah dan kebebasan.Serta hak yang berhubungan 
dengan keduanya berupa dukungan dan kebersamaan.
1) Pemahaman Suami mengenai Hak Suami dan Kewajiban Isteri 
a) Taatnya isteri terhadap suami       
Secara umum suami kewajiban utama bagi seorang isteri harus taat, patuh, 
dan hormat kepada suami. “Arrijaalu qawwaamuuna alaannisa, betapa pun hebat 
seorang isteri, itu harus taat kepada suami” 
b) Isteri bertanggungjawab atas pekerjaan rumah 
Isteri yang bekerja tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak dan 
keluarga. Walaupun bekerja, harus tetap bisa mengontrol stamina, energi, dan 
sebagainya agar tidak mempengaruhi perkembangan anak.Perkembangan anak sangat 
dipengaruhi oleh stamina isteri karena isteri yang bertanggungjawab atas anak.
2) Pemahaman Suami mengenai Hak Isteri dan Kewajiban Suami 
a) Nafkah suami kepada isteri 
Perempuan yang bekerja di luar rumah tetap mendapatkan haknya yang tidak 
berbeda dari perempuan yang tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga, yaitu 
nafkah. Hal ini sesuai dengan ilmu fikih yang bahwa suami wajib menafkahi isteri 
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baik isteri kaya maupun miskin. Nafkah adalah keadaan yang harus dipenuhi oleh 
seorang suami dalam keadaan apa pun kepada isteri. 
b) Bantuan suami terhadap bantuan pekerjaan domestik   
Baik perempuan berkarir maupun ibu rumah tangga harus hormat kepada 
suami serta mendapatkan nafkah dan perlindungan, namun dalam hal kewajiban 
mengerjakan pekerjaan rumah ada kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang
bekerja di luar rumah.19 Di samping itu Allah menegaskan dalam Q.S Ar-Rum/30:21
               
         
Terjemahnya:
“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
teteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 
sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”20
                                                          
19Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakina ( Makassar: Alauddin University Press, 2013), 
h.58.
20Departemen Agama RI, Al- Qur’an Terjemah Tafsiriyah, h. 407.
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E. Tinjaun Umum Tentang Nikah Siri 
1. Pengertian Nikah Siri
Secara harfiah “sirri” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah sirri adalah pernikahan 
yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum Nikah Siri adalah 
sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini 
Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang meghalanginya menjadikan tidak 
terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini 
pemerintah yang diwakili Departemen Agama.21
Nikah siri juga berarti nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh 
sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya 
sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang 
menjadi wali dan saksinya.
2. Tata Cara Pernikahan Siri
Kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, 
sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. 
Maksud dan tujuan nikah jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. 
Bahkan apabila dipandang dari aspek religious, pada hakekatnya nikah adalah salah 
satu bentuk pengabdian kepada Allah. Karena itu, nikah yang sarat nilai dan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa 
rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya 
                                                          
21 Amir Syarifuddin, Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Nikah (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.
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nikah tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu 
yang harus diadakan.22
Sahnya suatu nikah dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang 
memenuhirukun dan syarat-syaratnya. Untuk sahnya perkawinan, para ulam telah 
merumuskan sekian banyak rukun dan syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-
quran maupun hadis Nabi saw. Adanya calon suami isteri, wali, dua orang saksi, 
mahar serta terlaksananya ijab Kabul merupakan rukun atau syarat sahnya suatu 
pernikahan. Tata cara menikah siri tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di 
KUA, dimana dalam pernikahan itu harus di penuhi syarat dan rukunnya.
1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya ijab qabul.
Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatuperkataan. Qabul 
artinya menerima. Jadi ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan seuatu 
kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan 
menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan “ijab qabul” adalah 
seorang wali atau wakildari mempelai perempuan mengemukakan kepada 
calon suami anak perempuannya/perempuan dibawah perwaliannya, untuk 
menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut 
                                                          
22 Amir Syarifuddin, Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Nikah, h.78
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sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima 
pernikahannya itu.
3. Adanya Mahar (mas kawin)
Ilham memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak 
menikahinya menyerahkan mahar (mas kawin).  Islam tidak menetapkan 
batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua 
belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai 
mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam 
memintanya. Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah saw: “Sebaik-
baik mahar adalah yang paling ringan” (HR.Al-Hakim dan Ibnu Majah, 
shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279 oleh Al-Albani).
4. Adanya Wali 
لﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﻲﺒﻨﻟا نأ ؛ﻰﺳﻮﻣ ﻲﺑأ ﻦﻋ: ًِﻲﻟَﻮِﺑ ﻻإ حﺎﻜﻧ ﻻ.
Dari Abu Musa ra, Nabi saw. Bersabda: “Tidaklah sah suatu pernikahan 
tanpa wali.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh syaikh Al-Albani 
dalam Shahih Abi Dawud). Wali yang mendapat prioritas pertama dari 
sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau 
tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki 
seayah seibu atau ayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah 
kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim.
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5. Adanya Saksi-Saksi
 ٍلْﺪَﻋ ْيَﺪِھﺎَﺷَو ِّﻲﻟَِﻮﺑ ﱠِﻻإ َحﺎَﻜِﻧ َﻻ
Rasulullah saw. Bersabda: “Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa seorang 
wali dan dua orang saksiyang adil.” (HR. Al-Baihaqi dari Imran dan dari 
Aisyah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shagir oleh Syaikh Al-Albani no. 
7557). Menurut sunnah Rasulullah saw. Sebelim akad nikah diadakan 
khutbah lebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul-
hajat.23
3. Pengesahan Nikah Siri
a. Mencatatkan Perkawinan dengan Istabth Nikah
Esensinya adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi 
tercatat dan sah oleh negara serta memiliki keukuatan hukum. Dasar dari 
isbath nikah adalah Kompilasi Hukuk Islam pasal 7 yaitu:
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan bengak akta nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan kata nikah, dapat 
diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.
3.Istbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
                                                          
23 Amir Syarifuddin, Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Nikah, h. 60.
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1) Dalam rngka penyelesaian perceraian.
Dalam kasus ini biasanya menggunakan gugatan komulatif, yaitu 
pemohon meminta atau memohon disahkan dahulu perkawinannya, 
setelah itu mohon diceraikan.
2) Hilangnya akta nikah
3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974.
5) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun 
sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Yang berhak megajukan permohonan isbath nikah adalah suami atau 
isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan 
dengan perkawinan itu24
Permohonan isbath nikah itu harus bersifat voluntair tidak ada 
unsur sengketa, dikatakan dengan demikian karena hasil dari 
permohonan bersifat declatoir (menyatakan) atau constitutoire
(menciptakan) bukan bersifat menghukum. Dalam persidangannya 
                                                          
24http://www.google.com/PernikahanSiridariPerspektifHukumIndonesia , diakses pada 19 
Oktober 2018, jam 08.02
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Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau
tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan 
isbath nikah. Penetapan isbath nikah inilah yang akan dijadikan 
landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengelurkan Akta 
Nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun 
apabila ternyata Hakim menyatakan perkawinan terdahulu tidak sah, 
maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan 
suami isteri tersebut. 25
Apabila dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak 
dan jika telah memilikiakta nikah, harus segera mengurus akta 
kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun 
sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 
14 hari yang telah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan 
permohohonan pencatatn kelahiran kepada Pengadilan Negeri 
setempat. Dengan demikian status anak dalam akta kelahiranya bukan 
lagi anak luar kawin. 
                                                          
25 http://www.google.com/PernikahanSiridariPerspektifHukumIndonesia , diakses pada 19 
Oktober 2018, jam 08.04
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatatif. Deskriptif
kualitatif merupakan jenis penelitian yang hanya berisi penjelasan suatu objek atau
sekelompok masyarakat di masa sekarang. Peneitian ini dilaksanakan di salah satu 
Kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bulukumba.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan pendekatan normatif , pendekatan ini digunakan
untuk suatu masalah yang didasari atas landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974. Yang dimana mengangkat permasalahan mengenai syarat poligami dan 
implikasinya tehadap nikah siri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
C. Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sebagai patokan dari hasil penelitian.
Adapun data yang akan diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan, 
sedangkan data sekunder merupakan referensi yang akan dijadikan patokan dalam
penelitian. Adapun data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari
informan. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini yaitu QS An-Nisa’ ayat 3.
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D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua metode
yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan percakapan antara dua 
orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan
wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber
sedangkan dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan.
E. Instrumen Penelitian
Instrumenpenelitianiniyaitu:
a. Peneliti
Peneliti merupakan seseorang yang melakukan penelitian terhadap suatu objek 
dan menyusun hingga terbentu suatu karya ilmiah.
b. Interview melalui wawancara
Interview melalui wawancara ialah dimana peneliti melakukan wawancara 
terhadap subjek dari penelitian yang dilakukan.
c. Pengambilan gambar melalui dokumentasi
Pengambilan gambar melalui dokumentasi yaitu melakukan pembuktian atau 
mengambil dokumentasi sebagai sumber informasi dari penelitian yang 
dilakukan.
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F. Tekhnik Pengolahan Analisis Data
1. Identifikasi data 
Identifikasi data adalah pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan
tentang bukti-bukti dari seseorang sehingga kita dapat menetapkan dan
mempersamakan keterangan tersebut dengan individu seseorang, dengan kata lain 
bahwa dengan identifikasi.
2. Reduksi
Reduksi adalah menghilangkan kalimat atau kata yang tidak diperlukan dalam
hasil data yang diperoleh.
3. Editing 
Editing adalah melakukan perbaikan atas hasil data yang diperoleh
4. Klasifikasi
Klasifikasi adalah pengelompokan hasil data yang diperoleh melalui
perbedaan dan persamaannya.
5. Analisis
Analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan seperti mengurai, 
membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut criteria 
tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi
merupakan pengujian keabsahan data melalui data sumber dan data dari para ahli atau
tokoh. Pengujian keabsahan data melalui sumber yaitu dengan melakukan
pengabsahan dari referensi lain yang berbeda dari referensi yang digunakan
sebelumnya, sedangkan pengujian keabsahan data ahli atau tokoh yaitu melakukan
keabsahan data melalui seorang ahli atau tokoh yang dimana berkaitan dengan hasil
penelitian yang diperoleh.
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BAB IV
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM 
ISLAM TENTANG POLIGAMI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 
NIKAH SIRI
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Deskripsi Antropologis
Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Bulukumba dengan luas 
wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk ±394.757 jiwa. Kabupaten Bulukumba 
memiliki 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.1
2. Deskripsi Fisik
Secara geografis kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 
5º20” sampai 5º40” Lintang Selatan dan 119º50” sampai 120º28” Bujur Timur. 
Batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara Kabupaten Sinjai, sebelah selatan 
Kabupaten Kepulauan Selayar, sebelah timur Teluk Bone, sebelah barat 
Kabupaten Bantaeng. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 
dengan 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: 
Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, 
Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan 
Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan antara 25 sampai dengan 100 
                                                          
1 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bulukumba  dalam Angka Tahun 2010, h. 87.
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meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, 
Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan 
Kajang, Kcamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale. 
Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang dari barat ke utara dengan 
ketinggian 100 sampai dengan di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi 
bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau 
Ale.2
Wilayah kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan 
topografi dataran rendah sampai dnegan bergelombang. Luas dataran tinggi 
hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai 
49,72%. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkiar antara 23,82 ºC 
– 27,68 ºC. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan 
dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith-Ferguson (tipe iklim diukur 
menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten 
Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.3
B. Pelaksanaan Poligami yang Berimplikasi Pernikahan Siri 
Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal 
yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin 
lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara 
ketat, maka akan menimbulkan hak-hak yang bersifat negatif dalam menegakkan 
rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan isteri muda dengan isteri tua 
menjadi tegang, sementara anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada 
                                                          
2Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bulukumba  dalam  Angka Tahun 2010, h. 88.
3 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bulukumba  dalam  Angka Tahun 2010, h. 88.
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pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya 
terjadi jika Ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal bersifat negatif itu tidak 
terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka 
undang-undang perkawinan membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang 
demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih 
satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-sayarat tertentu.
Namun jika dikaitkan dengan nikah siri tentu akan lebih rumit lagi, 
poligami yang berimplikasi pada pernikahan siri sedikit banyaknya merugikan 
bagi pihak wanita atau isteri. Pernikahan siri tidak dianggap sah oleh negara, oleh 
karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang 
lahir di luar pernikahan. Pelaksanaan perkawinan pada umumnya didasarkan atas 
dasar saling menyukai, akan tetapi ada perkawinan yang meski calon mempelai 
sudah saling menyukai namun perkawinannya dilaksanakan dengan tidak terang-
terangan atau perkawinan di bawah tangan atau biasa disebut dengan nikah siri.     
Maka dari sinilah timbul permasalahan terjadinya poligami yang tidak 
sah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku karena dilakukan dengan cara 
nikah siri. Permasalahan ini justru menjadi jalan pintas bagi sebagian besar suami 
yang ingin menikah lebih dari satu orang isteri, tidak terkecuali dari kalangan 
Pegawai Negeri Sipli (PNS) yang memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan 
poligami. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti pada beberapa keluarga di 
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang berpoligami secara nikah 
siri, peneliti menemukan bahwa hukum Islam memiliki peran penting bagaimana 
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agama membentuk konstruksi poligami. Poligami ditafsir kemudian ditelaah serta 
diberikan penyesuaian-penyesuaian agar dapat diterima masyarakat. Hal ini juga 
menjadi catatan penting bagi Peneliti bahwa poligami saat ini dapat 
dinegosiasikan dalam keluarga Muslim di Indonesia, namun tidak mesti dengan 
cara pernikahan siri.
Potret poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri juga terjadi di 
salah satu wilayah Indoesia yaitu di sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, 
Bulukumba. Kota Bulukumba menjadi salah satu wilayah yang memiliki 
fenomena poligami pada masyarakat Muslimnya. Hal ini dikatakan oleh Kasubid 
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana Kota Bulukumba, Hj. Umrah Aswani, S. Psi.,MM.4 Beliau mengatakan 
bahwa tidak sedikit poligami dilakukan dengan cara nikah siri oleh masyarakat di 
Bulukumba. Hal tersebut beliau amati di pengaduan kliennya selama ini. 
Poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri di Bulukumba juga 
diamati oleh Peneliti. Pada masa pra survey, Peneliti mengamati 2 wilayah RT di 
perumahan Somba di wilayah kabupaten Bulukumba bagian barat yang meliputi 3 
wilayah kelurahan, yaitu Caile, Terang-Terang, dan Loka. Pada wilayah wilayah 
caile, terdapat 21 KK beragama Islam, 1 KK diantaranya adalah keluarga 
poligami. Wilayah kedua, Terang-Terang, memiliki 32 KK, yang terdiri dari  1 
KK non-Muslim dan 31 KK Muslim. Dari ke-31 KK tersebut 1 KK diantaranya 
adalah keluarga poligami. Pada wilayah ketiga, Loka terdapat 39 KK yang terdiri 
                                                          
4 Umrah Aswani, Kabsubid Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluaga Berencana Kota Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, Jumat 21 Desember 2018.
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1 KK non-Muslim dan 38 KK Muslim. Dari ke-38 KK Muslim, 1 diantaranya 
keluarga poligami.
Dari data yang diperoleh Umrah, menunjukkan bahwa pernikahan 
poligami dilakukan oleh sebagian masyarakat Muslim di kabupaten Bulukumba. 
Menurut Umrah data pernikahan poligami di kota Bulukumba sedikit dan tidak 
sesuai dengan realitas. Hal ini dikuatkan dengan data statistik pada tahun 2016, 
tidak ada masyarakat kabupaten Bulukumba yang mengajukan izin poligami di 
Pengadilan Negeri (PN)  kabupaten Bulukumba. 
Tidak adanya data mengenai pernikahan poligami baik di KUA maupun 
PN, menurut Umrah hal tersebut terjadi sebagai akibat dari pernikahan siri yang 
dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba.5 Maka, pernikahan poligami 
di Kabupaten Bulukumba tidak tercatat dan tidak terdokumentasi pada instansi 
yang menangani pernikahan poligami seperti PN dan KUA. Tidak adanya 
pencatatan mengenai pernikahan poligami terkadang memicu persoalan baik 
secara internal keluarga maupun eksternal, yang kemudian menarik instansi 
terkait untuk menangani persoalan tersebut. Persoalan yang biasa muncul dari 
pernikahan poligami secara siri adalah tidak adanya hukum negara yang 
melindungi ibu dan anak.
Menurut Umrah selaku kasubid Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bulukumba:
“salah satu persoalan yang serigkali dilaporkan adalah Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT), kekerasan juga terjadi pada keluarga yang poligami. 
                                                          
5 Umrah Aswani, Kabsubid Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluaga Berencana Kota Bulukumba, Wawancara,  Bulukumba, Jumat 21 Desember 2018.
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Dengan kata lain, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang 
terjadi memperlihatkan bahwa kekerasan bisa saja terjadi dalam sebuah keluarga 
baik dalam pernikahan monogami maupun poligami. Dalam hal tersebut kami dari 
Dinasa Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana Kota Bulukumba menyoroti kekerasan yang terjadi menunjukkan 
bahwa ada situasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang 
dalam konteks keluarga disebut sebagai ayah dan ibu. Hal tersebut dilihat dan 
ditandai dengan kecenderungan yang biasa muncul penelantaran ibu dan anak 
dengan tidak memberikan nafkah lagi.”6
Kasus-kasus tersebut mempelihatkan bahwa ada ketergantungan 
perempuan terhadap laki-laki secara ekonomi, dikarenakan perempuan tidak 
sepenuhnya mandiri secara ekonomi.
Terlihat bahwa kebanyakan wanita yang menjadi isteri kedua tidak 
sepenuhnya atas dasar cinta, melainkan kebutuhan finansial yang menjadi beban 
hidup sehingga ingin dijadikan isteri kedua dengan cara nikah siri. 
Meskipun begitu, suami yang berpoligami tidak serta merta melakukan 
pernikahan siri kecuali mendapat pasangan yang cocok untuk dijadikan isteri 
kedua. Ini tentu halnya merupakan atas dasar suka dan cinta. Seperti yang 
dijelaskan oleh Abdul Salam (45 Tahun):
“saya bepoligami karna memang dari awal saya sudah menyukai isteri 
kedua saya ini, meskipun saya melakukan dengan nikah diam-diam tetap saya 
memberitahukan kepada isteri pertama saya, di awal dia tidak setuju tapi lama 
kelamaan dia bisa terima. Dan saya masih sangat mencintai isteri pertama saya 
dibanding dengan isteri muda saya”7
Dari pernyataan di atas keluarga tersebut kurang harmonis, karena 
ketidak adilan yang terjadi tentu akan membuat salah satu pihak isteri menuntut 
ke suaminya. 
                                                          
6 Umrah Aswani, Kabsubid Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluaga Berencana Kota Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, Jumat 21 Desember 2018.
7 Abdul Salam, Wawancara, Bulukumba, Sabtu, 22 Desember 2018. 
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Poligami yang berimplikasi pada pernikahan siri ini sudah dilakukan oleh 
beberapa kepala keluarga di Kabupaten Bulukumba, namun pernikahan siri 
tersebut tidak begitu banyak mebawa manfaat bagi pihak isteri pertama maupun 
isteri kedua atau ketiga. Karena salah satunya yaitu tidak tercatatnya pernikahan 
di instansi yang terkait akan menimbulkan masalah di kemudian waktu.
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam 
tentang Pelaksanaan Poligami yang Berimplikasi Pernikahan Siri
1. Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974
Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 adalah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian seorang laki-laki dan 
perempuan kemudian terikat dalam sebuah janji pernikahan untuk membina 
sebuah kelurga. 
Dalam konteks penelitian ini, jika dikaotkan dnegan poligami sebenarnya 
negara telah mengatur dan mencantumkannya dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, poligami 
diperbolehkan namun harus melalui beberapa prosedur  dan persyaratan. Untuk 
itu poligami diatur dalam pasal 3 ,4 dan 5. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelakan mengenai hakikat seorang suami 
yang hanya boleh memiliki satu orang isteri, namun terdapat pengecualian apabila 
seorang suami ingin memiliki isteri lagi dapat mengajukan izin ke pengadilan. 
Pasal 4 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menelaskan 
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mengenai situasi yang dapat diizinkan oleh pengadilan apabila suami hendak 
memiliki isteri lagi. Syarta atau situasi yang diperbolehkan tersebut, apabila 
diperhatikan mengacu pada anjuran dari slah satu agama yang mengizinkan 
poligami. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dilakukan suami untuk 
mengajukan permohonan berpoligami ke Pengadilan. 
Seperti yang diperlihatkan pada pasal 3, 4, dan 5 dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun  1974 tetang Perkawinan, bahwa pernikahan poligami diakui dan 
diperbolehkan di Indonesia dengan berbagai persyaratan dan melalui prosedur 
hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu pernikahan poligami juga 
disesuaikan dengan ajaran agama yang dianut oleh tiap individu.
Namun, yang kerap menjadi persoalan dari perkawinan poligami adalah 
kecenderungan suami yang tidak mendaftarkan pernikahan keduanya. Akibatnya 
pernihakahan poligami yang di jalanani berstatus siri sehingga istri kedua dan 
anaknya tidak terlindungi hukum. Initerjadi karena perkawinan poligami yang di 
jalanani tidak melalui prosedur dengan mendatar di KUA dan Pengadilan Agama. 
Sehingga proses selanjutnya jika terjadi kekerasan atau penelantaran anaka dan 
isteri tidak dapat menuntut suami karena mereka tidak tercatatat secara resmi.
Dalam konteks penelitian ini,mengenai perkawinan dalan Undang-
Undang Perkawinan di Indonesia adalah untuk melihat bagaimana objek 
penelitian menjalanani prosedur hukum negara mengenai polegami. Pijakan 
mengenai hukum perkawinan ini untukmelihat komikmen dari objek penelitian 
daam menjalani prosedur pernihakan polegami dan menunjukkan tanggung jawab 
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sebagai warga negara untuk turut melindungi indifidu yang terikat dalam suatu 
pernikahan. Sebab komitmen dan tanggung jawab ini sangat di perlukan dalam 
keluarga agar tericpta relasi komunikasi keluarga yang baik. 
Undang-Undang menganut asas monogami seperti yang terdapat di 
dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa:
“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami.”8
Namun pada bagian yang lain dinyatakan  bahwa dalam keadaan 
tertentu poligami dibenarkan. Seperti yang tercantum dalam pasal 3 
ayat 2 yang berbunyi:
“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan”.9
Kebolehan poligami di dalam Undang-Undang perkawinan 
sebenarnya adalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya 
mencantumkan alasan-alasan poligami tersebut.
Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan; 
seorang suami yang akan beristeri lebih dai seorang apabila:
1. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
hidup istrei-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri 
dan anak-anak mereka.
                                                          
8Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: 
Kencana, 2004), h. 177
9Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di
Indonesia, h. 177
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Untuk membedakan persyaratan yang ada pada pasal 4 dengan 5 
adalah pasal 4 disebut dengan persayaratan alternatif yang artinya salah 
satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. 
Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan komulatif dimana seluruhnya 
harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Ketentuan-
ketentuan syarat bersifat kumulatif tersebut dalam arti bahwa kesemua 
syarat yang tersebut harus terpenuhi dan dibuktikan dengan persetujuan 
tertulis untuk diperbolehkannya poligami.10
Terkait dengan prosedur pelaksanaan poligami, aturannya dapat 
dilihat di dalam PP No.9/1975 pada pasal 40 dinyatakan:
“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari 
seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
pengadilan”
Sedangkan tugas pengadilan diatur dalam di dalam pasal 41 PP 
No.9/1975 berbunyi sebagai berikut:
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami 
kawin lagi;
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan 
maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan 
lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang 
pengadilan;
                                                          
10Mega Magdalena, Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undangundang Nomor 1 
Tahun 1974, (Medan: Tesis Pascasarjana USU, 2005), h. 43.
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c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin 
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan 
meperlihatkan:
i. Surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani 
oleh bendahara tempat bekerja; atau
ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 
untuk itu.
Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan 
untuk memanggil para isteri untuk memberikan penjelasan atau 
kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan, bahwa pengadilan diberi 
waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah
diajukan oleh suami lengkap dengan syaratnya.
Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada 
seseorang untuk melakukan polgami. Hal ini dinyatakan dalam pasal 43 
yang berbunyi:
“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup  alasan bagi 
Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan 
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memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari satu 
orang.”11
Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentuakan, 
sehingga di dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang 
untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan 
beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.
Dari beberapa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tidak diperbolehkan berpoligami bagi seorang suami 
kecuali adanya izin dari instansi yang berwenang yaitu Pengadilan 
Agama, sudah jelas bahwa poligami yang dilakukan dengan cara nikah 
siri tidak tercatat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, itu artinya poligami yang dilakukan dengan cara nikah siri 
memiliki status ilegal dalam hukum negara.
Namun tidak sedikit laki-laki atau suami yang tidak mengindahkan 
aturan tersebut, seperti Andi (47 Tahun), dia menjelaskan bahwa:
“selama isteri pertama saya mengetahui dan menyetujui kan tidak 
apa-apa, terkecuali saya menyembunyikan dari isteri pertama saya, 
kawin siri juga kan pernikahan yang sah karna ada mempelainya, 
walinya, saksinya dan ijab-qobul dan maharnya”12
Sama seperti hal yang diungkapkan oleh salah satu kepala keluarga 
yang melakukan poligami, Rahmatullah (50 Tahun), menjelaskan 
bahwa:
                                                          
11Mega Magdalena, Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undangundang Nomor 1 
Tahun 1974, h. 43
12Andi, Wawancara, Bulukumba, 22 Desember 2018.
51
“jika isteri saya mengetahui persoalan ini tidak menjadi masalah, 
kan saya tetap menafkahi dia dan anak-anak, jadi tidak masalah kalau 
saya nikah lagi melalui cara ini”13
Dari keterangan di atas pihak suami tidak mengindahkan aturan 
yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
melainkan hanya meminta persetujuan pihak isteri saja. Salah satu 
syarat yang kuat untuk bisa melakukan poligami
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam
Di Indonesia sendiri perniakahan diselenggarakan dan disahkan menurut 
tradisi dan agama yang daianut oleh masing-masing idividu hal ini berarti bahwa 
pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi kepercayaan masing-
masing tanpa mengesampingkan aturan dari negara yaitu mendaftarnkan 
perkawinan ke lembaga pemerintah yang berwenang. 
Indonesi memiliki enam agama besar, yaitu Islam, Katolik, Protestan, 
Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Keenamnya memiliki aturan tersendiri mengenai 
pernikahan. Namun, pemahaman yang berbeda itu disatukan dalam sebuah 
payung besar yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Dalam salah satu agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, memiliki 
pemahaman mengenai relasi pernikahan poligami. Poligami sendiri sebenarnya 
merupakan budaya yang tua di Nusantara. Poligami sudah diterima di kalangan 
Hindu, Cina dan Jawa sejak dulu, hak tersebut terlihat dari pernikahan raja yang 
memiliki selir. 
                                                          
13Abdullah, Wawancara, Bulukumba, 3 Maret 2019.
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Dalam agama Islam memerintahkan nikahilah wanita manapun yang 
kamu sukai selain dari anak yatim. Jika kamu suka boleh
menikahi mereka dua orang dan jika suka, boleh tiga orang; dan jika kamu suka, 
boleh empat orang. Seperti pengertian yang terdapat di dalam
firman-Nya dalam Q.S  Fathir :35/1 
            
              
Terjemahnya: 
“Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus 
berbagai urusan yangmempunyai sayap masing-masing ada yang dua,
tiga, empat”14
a. Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Sementara itu, masalah poligami dan nikah siri juga diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami
dalam KHI dapat dibedakan menjadi dua: peraturan tentang proses poligami dan 
peraturan tentang syarat-syarat poligami.15 KHI memuat masalah masalah 
poligami ini pada bagian IX dengan judul Beristeri lebih dari satu orang yang 
diungkapkan dari pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:
1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas 
hanya sampai 4 orang
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku 
adil dengan isteri dan anak-anaknya
                                                          
14 Kementerian  Agama RI, Al- Qur’an Terjemah Tafsiriyah, h. 434.
15Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Sinar
Grafika, 2006),  h. 47.
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3. Apabila syarat di atas yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang
Lebih lanjut dalam KHI, pada pasal 56 dijelaskan:
1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus
mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) 
dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII 
PP Nomor 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau 
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki 
kekuatan hukum
Terkait dengan prosedur poligami. Pada pasal 57 dijelaskan:
Pengadilan Agama hanya memberi izin pada suami yang akan beristeri lebih 
dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
Selain syarat-syarat yang diterangkan di atas, terdapat syarat-syarat lain 
juga yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan pernikahan poligami 
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atau beristeri lebih dari seorang. Seperti yang dijelaskan pada pasal 58 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:
1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk 
memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974, yaitu:
a. Adanya persetujuan isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka  
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-
isteri dpaat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi 
sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas 
dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan tersebut pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang 
perlu mendapatkan penilaian Hakim.
Selanjutnya pada pasal 59 Kompilasi Hukum Islam juga digambarkan 
betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam meberikan persetujuan 
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kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil oleh 
Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan 
izin untuk lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang 
diatur pada pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat 
menetapkan tentang pemberian izin setelah  mendengar dan memeriksa 
isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap 
penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.16
Ditinjau perspektif dan sudut pandang  dalam Kompilasi Hukum Islam 
seperti pada pasal 54 sampai 59, tidak ada aturan yang membolehkan melakukan 
poligami dengan cara nikah siri sama seperti halnya dalam peraturan Undang-
Undangn Nomor 1 Tahun 1974. Peran Pengadilan Agama sangat penting dalam 
penetapan boleh tidaknya melakukan poligami bagi suami.
Meninjau kemabali keabsahan nikah siri secara syar’i, akan berbenturan 
dengan maqashid asy-syari’ah atau tujuan diberlakukan hukum syari’ah.17 Ketika 
perkawinan dilakukan dengan cara siri dan tanpa dicatatkan kepada pihak yang 
berwenang, secara agama, bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah 
sah. Dengan latar belakang khawatir akan terjadinya zina atau perbuatan lain yang 
melanggar syariat, maka pernikahan tersebut dikategorikan ke dalam tujuan hifdz 
ad-din dan hifdzu an-nasl. Yang perlu dikaji lagi bahwa adalah tujuan tersebut 
hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung. Namun dampak 
hukum dari perkawinan dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam rentang 
waktu panjang. Sementara maqashid asy-syari’ah tidak ditujukan untuk 
                                                          
16Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi (Jakarta: Gema
Insani Press 2002), h. 13.
17Liga Binangkit, Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 3.
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ketenangan sesaat, antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan baik pihak isteri 
maupun pihak suami, terutama jika pihak dari suami sudah memiliki isteri 
sebelumnya.
b. Pandangan Para Ulama
Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi‟I dan 
Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi “fankihuu” surat An-Nisaa‟ ayat 3 mempunyai 
konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab 
Al Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak, 
yang tidak ada qorina sama sekali untuk memakruhkannya apalagi
mengharamkannya. Mereka berpegang pada Zhairah ayat yaitu menunjukan kata 
perintah. Sementara dalam persoalan batas bilangan “mastnaa watsulaasawa 
arruba‟” Jumhur Ulama Sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai 
maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda
dengan madzhab Syi’ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi 
sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran
ini menafsirkan ayat di atas dengan : dua tambah tiga tambah empat sehingga 
jumlahnya adalah sembilan.
Namun Fuqaha dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, 
empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu
maksud dari ayat tersebut bukan perjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih 
dari empat dalam waktu yang bersamaan.
57
Kemudian menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah IV dijelaskan 
bahwa seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab
empat itu saja sudah cukup dan melebihi dari empat ini berati mengingkari 
kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami-
isteri.
Menurut Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat An-Nisaa 4/(3) 
dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan 
walinya, dan juga perempuanperempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia
menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan 
kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih 
lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil 
terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini
perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Namun "jika 
khawatir" tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang 
isteri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap 
satu isteri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah budak-
budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan 
hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan 
merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan 
penyelewengan terhadap perempuan18
                                                          
18 Yunus Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi 
(Jakarta: Hidakarya Agung, 2010), h.126.
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Dari penafsiran Imam Ath-Thabari diatas, sangat jelas beliau 
menekankan untuk berlaku adil bagi kaum lelaki baik terhadap hak-hak anak
yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan berarti 
ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampaiempat orang isteri dengan 
tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak 
mengatakan mustahil bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.19 Adapun syarat 
syaratnya, sebagaimana disebuatkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam 
kitabnya "Pembebasan Wanita" sebagai berikut :
1). Tidak lebih dari empat orang isteri sebagaimana Al-Qur’an Surah An-
Nisa ayat 3
2). Mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya serta 
orang yang menjadi tanggungannya.
3). Mampu memeliara isteri-isteri dan nanakanaknya dengan baik.
4). Dapat berbuat adil.
Imam Syafii mengatakan, "Sesungguhnya sunnah Rasulullah Saw. yang 
menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seseorang selain 
Rasulullah Saw. tidak boleh mempunyai isteri lebih dari empat orang wanita." 
Apa yang dikatakan oleh Imam Syafii ini telah disepakati di kalangan para ulama, 
kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syi’ah yang mengatakan, 
"Seorang lelaki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari empat orang sampai
                                                          
19 Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. I, Bandung: Pustaka 
Bani Quraisy, 2005), h. 129.
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Sembilan orang." Sebagian dari kalangan Syi'ah ada yang mengatakan tanpa 
batas. Sebagian dari mereka berpegang kepada perbuatan Rasulullah Saw. dalam 
hal menghimpun isteri lebih banyak daripada empat orang sampai sembilan orang
wanita, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih. Adapun mengenai boleh 
menghimpun isteri sebanyak sebelas orang, seperti yang disebutkan di dalam 
sebagian lafaz hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya 
Imam Bukhari sendiri telah men-ta' liq-nya. Telah diriwayatkan kepada kami, dari 
Anas, bahwa Rasulullah Saw menikah dengan lima belas orang isteri, sedangkan 
yang pernah beliau gauli hanya tiga belas orang, yang berkumpul dengan beliau 
ada sebelas orang, dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan orang 
isteri. Hal ini menurut para ulama termasuk kekhususan bagi Nabi Saw. sendiri, 
bukan untuk umatnya karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan kepada
pengertian tersebut, yaitu membatasi isteri hanya sampai empat orang. 
Jika dikaitkan dengan persoalan nikah siri, syarat poligami itu harus 
terealisasikan begitupun menurut pendapat para beberapa para ulama.
Imam Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak 
boleh dan jika terjadi harus di fasakh (dibatalkan) oleh pengadilan. Sedangkan 
dari sudut pandang fikih pernikahan itu dipandang sah, tetapi apabila terjadi 
perselisihan, tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan 
demikian, mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya.20 Sebab Allah menjadikan 
perkawinan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan 
                                                          
20 Kahiruddin Nasution, Riba dan Poligami  (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 100.
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penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus 
untuk manusia terutama kedudukan kaum wanita.
Jadi dari penjelasan beberapa ulama di atas poligami bisa dilakukan 
dengan memenuhi syarat yang telah berlaku, artinya jika poligami dilakukan 
dengan cara nikah siri harus dibatalkan di pengadilan.
D. Dampak Poligami yang Berimplikasi Nikah Siri
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti poligami yang 
dilakukan dengan cara nikah siri tidak banyak membawa maslahat bagi kehidupan 
rumah tangga suami, isteri-isteri maupun anak-anak. Kebanyakan merugikan bagi 
pihak isteri yang  dinikahi secara siri.
Hal ini juga diungkapkan oleh Imam di Kecamatan Ujung Bulu H. Bakri 
(58 tahun) bahwa:
"mereka yang melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan yang 
berlaku tidak hanya berdampak pada kehidupan rumah tangga tetapi juga pada 
kehidupan bersosial masyarakat, apapun alasannya dalam hal tersebut tentunya 
tidak dibenarkan, mereka memiliki berbagai macam alasan sehingga melakukan 
poligami dengan cara menikah siri. Salah satu di antaranya mengungkapkan 
bahwa pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka dan sudah mendapatkan 
persetujuan isteri"
Dari pernyataan di atas Imam di Kecamatan Ujung Bulu juga tidak 
menyetujui adanya poligami dengan cara nikah siri namun dengan adanya 
persetujuan dari pihak isteri sah masalah tersebut menjadi tertutup.
Dampak yang ditimbulkan dari nikah siri antara lain:  
1. Perkawinan dianggap tidak sah.  
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Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di 
mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat
oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu 
(pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).
Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak 
tidakdapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam
perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak 
tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak 
(Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstasus anak di luar perkawinan.
3. Tidak dapat menuntut hak waris
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri 
maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak
menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.21
Selain itu dampak yang ditimbulkan dari poligami yang berimplikasi 
nikah siri menurut hasil penelitian yang dilakukan Peneliti yaitu:
1. Tidak tercatatnya perkawinan tersebut pada instansi yang terkait
2. Adanya rasa tidak adil  bagi isteri-isteri dan anak-anak
3. Munculnya rasa tidak percaya diri bagi isteri-isteri dan anak-anak dalam 
bersosialisasi
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga
5. Terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasayarakat.
                                                          
21 Kahiruddin Nasution, Riba dan Poligami , h. 100.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami serta Implikasi Nikah Siri, maka
diperoleh kesimpulan antara lain:
1. Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal 
yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami 
atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang 
membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hak-hak yang 
bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Sedangkan 
Nikah siri juga berarti nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh 
sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak 
keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai 
tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.
2. Poligami yang berimplikasi pada pernikahan siri ini sudah dilakukan 
oleh beberapa kepala keluarga di Kabupaten Bulukumba, namun 
pernikahan siri tersebut tidak begitu banyak mebawa manfaat bagi 
pihak isteri pertama maupun isteri kedua atau ketiga. Karena salah 
satunya yaitu tidak tercatatnya pernikahan di instansi yang terkait 
akan menimbulkan masalah di kemudian waktu.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Thaun Tahun 1974, Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) dan menurut Jumhur Ulama poligami bisa 
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dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah berlaku, artinya jika 
poligami dilakukan dengan cara nikah siri harus dibatalkan di 
pengadilan karena lebih banyak mendatangkan mudharat daripada 
maslahat.
B. Implikasi Penelitian 
Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang Poligami 
serta Implikasiya Terhadap Nikah Siri, selanjutnya penulis akan memberikan 
saran sebagai berikut:
1. Berdasarkan dengan poligami yang berimplikasi terhadap nikah siri, 
maka penelitian diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi 
pemerintah dalam membentuk dan mempertegas kembali larangan 
dalam melakukan poligami secara nikah siri. Sehingga nantinya tidak
terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti dampak yang telah terjadi 
dalam kehidupan rumah tangga, serta terjadinya kesenjangan sosial 
dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bagi masyarakat, khusunya yang telah berkeluarga diharapkan dapat 
menjalin hubungan yang baik dengan mengetahui hak dan kewajiban 
masing-masing satu sama lain sebagai isteri maupun suami, sehingga 
terjalinnya hubungan yang harmonis dan tidak terjadinya poligami 
yang berimplikasi terhadap nikah siri.
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